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Abstrak 
Pokok masalah penelitian ini adalah Analisis UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap 
pelaksanaan pembangunna Desa. Adapun permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut: 1) 
Bagaimana analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pelaksanaan 
pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan potensi ekonomi sosial di 
Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. 2) Apa faktor penghambat 
pelaksanaan pembangunan di Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. 
Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan UU Desa, 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah 
Pendekatan Syar’i, Yuridis normatif dan Sosiologis dengan sumber data Profil Desa Bacu-
Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Kemudian metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran 
referensi. Dan teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat telah sesuai dengan yang 
diperintahkan oleh Undang-undang. Meskipun masih ada beberapa proses perencanaan 
pembangunan yang terkendala atau belum sesuai dengan perencanaan. 
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembangunan, Undang-Undang. 
 
Abstract 
The main problem of this research is the analysis of Law Number 6 of 2014 concerning 
Villages on the implementation of Village development. The problems in this thesis are as 
follows: 1) How is the analysis of Law Number 6 of 2014 concerning Villages on the 
implementation of development in the fields of education, health, infrastructure and social 
economic potential in Bacu-Bacu Village, Pujananting District, Barru Regency. 2) What are 
the inhibiting factors for the implementation of development in Bacu-Bacu Village, 
Pujananting District, Barru Regency. This study examines the implementation of village 
development based on the Village Law. This research uses qualitative methods with the 
approach used is the Syar'i approach, normative juridical and sociological with the data 
source of the Bacu-Bacu Village Profile, Pujananting District, Barru Regency. Furthermore, 
the data collection methods used in this thesis are interviews, observation, documentation and 
reference research. Then the data processing technique is carried out through several stages, 
namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study 
indicate that the Village development carried out by the local Village Government is in 
accordance with what is ordered by law. Although there are still several development 
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planning processes that are constrained or not in accordance with the planning. 
Keywords: Implementation, Development, Law.  
 
 
A. Pendahuluan  
Untuk menciptakan masyarakat yang adil serta makmur seperti yang diamanatkan dalam 
pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma 
pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta 
segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi saat ini, pembangunan lebih cenderung 
berorientasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan bias kota. Sumber daya ekonomi 
yang tumbuh di Kawasan Desa di ambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa 
kehabisan sumber daya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa dan kota. 
Pembangunan dalam lingkup desa yaitu pembangunan yang berbasis pedesaan dengan 
mengedepankan kearifan lokal atau kekayaan alam setempat. Kawasan pedesaan 
mengenai struktur demografi masyarakat, sosial dan budaya, karakteristik 
fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian dan perkebunan, pola keterkaitan ekonomi 
Desa-Kota, sektor kelembagaan Desa dan karakteristik Kawasan pemukiman. 
Pemerintah Desa setempat beserta Lembaga Desa dalam hal ini menyusun pembangunan 
apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan segera dalam arti menyusun skala 
prioritas.1 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terhadap 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan 
dan peran serta keterlibatan masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah UU Desa, Desa 
dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu 
diatur tersendiri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.2 
                                                
 1Moeljarto, T. Politik Pembangunan, Sebuah analisis, Arah dan Strategi. PT Tiara 
Wacana Yogya, Yogyakarta : 1987,h. 35 
2 Khairul Ikhwan Damanik dkk. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia Cet: 
l, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h.86-87 
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Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (1) berbunyi bahwa kepala Desa 
bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan 
Undang-Undang tersebut sangat jelas jika kepala Desa diamanatkan atau dimandatkan 
untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, tentunya tidak lepas dari segala kapasitas 
yang diberikan kepadanya dan salah satunya ialah dengan menggunakan partisipasi 
masyarakat Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. 
Pertama Pembangunan Desa menurut Pasal 78 ialah: 
1. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan atau kebutahan 
ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana 
Desa, kesehatan, pengembangan atau peningkatan potensi ekonomi lokal, serta 
pemanfaatan sumber alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
2. Pembangunan Desa meliputi beberapa tahap diantaranya perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengawasan. 
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan 
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan 
kesejahteraan, perdamaian dan keadilan sosial.  
Pada paragraf 2 pelaksanaan pada Pasal 81 ialah:  
a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa 
setempat.  
b. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat 
gotong royong. 
c.  Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memanfaatkan seluruh sumber daya alam serta kearifan lokal Desa. 
d. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. 
e. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada 
pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa. 
Selanjutnya pada Paragraph 3 pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa Pasal 82 
ialah: 
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a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan sosialisasi 
perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa. 
b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 
pembangunan Desa. 
c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap 
pelaksanaan pembangunan Desa kepala pemerintah Desa dan badan 
permusyarawatan Desa. 
d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana 
Pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran 
pendapatan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada 
umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun 
sekali. 
e. Masyarakat Desa ikut serta berpartisifasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi 
laporan pelaksanaan pembangunan Desa. 
Dalam proses pengembangan suatu wilayah terutama wilayah pedalaman, bukan hanya 
merupakan tanggungjawab pemerintah, namun masyarakat juga harus terlibat atau turut 
berpartisifasi dalam hal pembangunan desa tersebut. Maka dalam pemerintah Desa perlu 
adanya peningkatan dalam kemampuan agar lebih mampu dalam memerintahkan 
masyarakat untuk ikut serta berpartisifasi dalam perencanaan program kerja. Salah satu 
caranya ialah mengundang toko-toko masyarakat setiap ada rapat pertemuan pengenai 
perencanaan program kerja desa, baik itu mengenai pengelolaan dana desa harus 
transparan terhadap masyarakat serta gambaran yang termasuk dalam hal pembanguan.3 
Pemerintah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata 
pemenuhan hak dan kewajiban Desa dalam membiayai program Pemerintahan Desa 
untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Alokasi Dana Desa tersebut digunakan pada pembangunan fisik maupun non fisik 
dengan tujuan Perkembangan atau pertumbuhan dan perubahan Desa. Indikator dalam 
hal ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, infrastruktur dan tingkat 
                                                
 3Moch. Solekhan. Penyelenggaraan pemerintah Desa berbasis partisipasi masyarakat. Cet Ke 3. 
(Malang: Setara press, 2014),h. 13 
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pendapatan ekonomi lokal. Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam sistem 
pemerintahan daerah akan berhubungan serta bersentuhan langsung dengan masyarakat 
setempat. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, 
terlebih kepada pemerintah Desa harus diarahkan agar dapat menciptakan pemerintahan 
yang peka terhadap peningkatan dan perubahan pembangunan dalam lingkup 
masyarakat. 
Kabupaten Barru adalah Kabupaten yang sangat berkembang yang mempunyai banyak 
destinasi wisata yang strategis, terlebih di daerah pegunungan tepatnya di Desa Bacu-
Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. Tetapi mengenai hal tersebut belum 
bisa di kelolah oleh Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting sebagaimana mestinya 
atau belum sesuai perencanaan pembangunan karena disebabkan oleh kurangnya 
pembangunan yang bisa mempercepat dalam perkembangan di Desa Bacu-Bacu, 
Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru. 
 
B. Metode Penelitian  
Penelitian ini mengkaji tentang analisis UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap 
peksanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastrukur dan potensi 
ekonomi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang 
digunakan merupakan Pendekatan Syar’i, Yuridis normatif dan Sosiologis dengan 
sumber data Profil Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru melalui 
hukum primer, hokum sekunder dan hukum tersier. Selanjutnya, metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam skripsi tersebut merupakan wawancara, observasi, 
dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolaan data dilakukan 
melalui beberapa tahapan yaitu dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, 
potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat 
dipahami dengan mudah.4.  
 
C. Hasil dan Pembahasan  
                                                
4 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Cet; II,  h.69 
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1. Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan 
Pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan potensi 
ekonomi lokal di Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru 
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati oleh pemerintah serta negara. Dalam pasal 78 ayat (1) Pembangunan 
Desa bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa, kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan dalam kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan ekonomi. ada beberapa yang menjadi indikator dalam 
penelitian ini ialah berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 
peningkatan ekonomi.5   
Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata 
Pemerintahan setempat dalam perencanaan pemerataan semua bangunan 
diharapkan dapat meningkatkan mengembangkan kualitas hidup masyarakat. 
Dalam hal ini permasalahan mengenai kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, 
serta masalah sosial budaya dapat diatasi. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta 
peraturan didalamnya telah memerintahkan kepada pemerintah desa untuk lebih 
mandiri dalam mengelola pemerintahan serta berbagai sumber daya alam yang 
dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber keuangan, pembangunan dan 
kekayaan yang dimiliki oleh desa setempat. Peran besar yang diterima oleh desa, 
tentunya disertai dengan tanggungjawab. Dengan begitu, pemerintah desa harus 
lebih bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap 
pemerintahannya. 
Di lihat dari kondisi Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting sampai saat ini 
masih ada beberapa yang wajib di benahi dalam pembangunan atau pengelolaan 
baik dari segi sarana maupun prasarana Pendidikan, layanan kesehatan, 
infrastruktur, potensi ekonomi lokal dll:  
                                                
5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1). 
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1. Di bidang pendidikan sarana dan prasarana masih kurang seperti komputer, 
printer, wc masih harus diperhatikan lagi sehingga siswa tidak harus ke wc 
warga lagi, termasuk pagar sekolah belum dibangun pagar permanen atau 
pagar bambu dan kayu, dan SMA di desa Bacu-Bacu belum ada sehingga 
siswa melanjutkan pendidikan tingkat SMA harus di ibu kota kecamatan atau 
bahkan di kecamatan lain. 
2. Pada bidang kesehatan gedung posyandu masih tahap pembagunan sehingga 
rumah warga dijadikan sebagai posyandu di setiap dusun, setiap dusun ada 
rumah warga dijadikan posyandu sehingga perlu pemerintah desa bertindak 
cepat dalam hal ini ditambah dengan puskesmas yang jauh dari Desa Bacu-
Bacu. 
3. Dibidang infrastruktur sendiri masih banyak pembangunan yang terkendala 
seperti pembangunan masjid yang belum rangkum, kantor desa juga masih 
dalam tahap pembangunan, sekolah SMA yang belum ada, posyandu, jalan 
wisata maupun jalan raya yang masih banyak jebol, jalan tani, dan irigasi. 
4. Dalam pengelolaan ekonomi lokal atau peningkatan ekonomi masyarakat desa 
Bacu-Bacu sudah mulai naik presentasinya dari tahun ke tahun baik dari hasil 
perkebunan, pertanian, peternakan maupun hasil dari pengelola wisata 
setempat. Peningkatan ekonomi lokal memiliki pengaruh cukup baik untuk 
dikembangkan di Desa Pujananting yang selanjutnya berkontribusi dalam 
peningkatan pendapatan masyarakat. Kemudian berkontribusi cukup besar 
terhadap pencapaian kesejahteran masyarakat ialah pada bidang Pertanian dan 
juga potensi dibidang, perkebunan serta peternakan memiliki pengaruh yang 
cukup baik untuk dikembangkan di Desa Bacu-Bacu. 
Sehingga jika memungkinkan dapat terlaksana atau terpenuhi segala visi dan misi 
pemerintah Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting. Maka sudah bisa mewadahi 
masyarakat dalam segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat, menjadikan Desa 
maju dan berkembang yang saat ini mencapai sekitar kurang lebih 348 KK (Kepala 
Keluarga) yang berdomisili di Desa tersebut. 
 
Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap 
Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan 
Pujananting Kabupaten Barru 
 
Suriani, Fadli Andi Natsif 
QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 | 541 
2. Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Terhadap Pelaksanaan 
Pembangunan Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru 
Dalam meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan dalam pemerataan 
pembangunan hingga sampai ke Desa melalui sarana dan prasarana pendidikan, 
kesehatan, pembangunan infrastruktur, meningkatkan perekonomian lokal, terdapat 
beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat 
diantaranya ialah: 
a. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Bacu-
Bacu yaitu terdapat potensi pariwisata seperti tempat-tempat camp yang cukup 
menarik bagi wisatawan, perangkat desa yang masih muda dan produktif, 
kondisi birokrasi yang sinergi, adanya potensi alam berupa lahan perkebunan, 
pertanian dan peternakan yang luas dan tanah yang masih subur, adanya 
sumber perairan dan aliran sungai yang lancar dan memadai, terdapat tanaman 
kayu yang berguna untuk material serta kondisi masyarakat yang tetap rukun 
dalam bermasyarakat.   
b. Faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa 
Bacu-Bacu ialah masih dikatakan sangat minim dalam keilmuan dan 
pengalaman di bidang Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa. 
Permendagri, mengenai sosialisasi dan perencanaan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum tersosialiasasi sesuai 
perencanaan pembangunan kepada masyarakat setempat serta masih kurangnya 
aparat desa yang mengikuti pelatihan khusus terkait teknis pengelolaan dana 
desa dan pembangunan desa, masih lemahnya kegiatan pemberdayaan 
posyandu, UP2K dan BKB, masih kurangnya pelatihan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam 
keterlibatan perencanaan pembangunan, serta sarana dan prasarana desa masih 
sangat minim.  
Berikut beberapa kendala-kendala yang di hadapi Pemerintah Desa Bacu-Bacu 
antara lain: 
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1. Sumber daya terhadap aparatur desa 
Sumber daya manusia ialah tolak ukur untuk memberikan hasil kerja keras yang 
maksimal terhadap masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan aparatur Pemerintah 
desa agar dapat memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, 
sehingga dapat dikatakan sebagai keberhasilan dalam suatu pelayanan sangat 
dibutuhkan kualitas aparatur yang dimandatkan sebagai penyelenggara dalam 
program Pembangunan Desa.  
Belum sampainya sosialisasi terkait Peraturan Bupati, Permendesmengenai 
sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
dan pemerintah desa begitu jarang mendapatkan informasi dari tingkat kecamatan 
atau kota mengenai pertemuan pelatihan terkait perencanaan pembangunan desa. 
Sehingga masyarakat sangat mengharapkan aparatur desa mempunyai kreaktifitas 
atau ada link informasi mengenai hal-hal demikian yang senantiasa mengacu 
kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.  
2. Kesadaran Masyarakat serta Lembaga Desa 
Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan di 
Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru adalah kesadaran 
masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat yang dimaksud disini ialah kesadaran 
untuk ikut serta berpartisipasi atau terlibat dalam pertemuan-pertemuan mengenai 
pelaksanaan pembangunan Desa. Relasi antara Pemerintah dengan masyarakat 
memang harus saling mendukung dan mempunyai visi misi yang sama agar dapat 
mencapai tujuan sesuai yang diharapkan atau perencanaan, baik itu dari pihak 
masyarakat maupun dari Pemerintahan Desa setempat. Keadaan yang seperti ini 
merupakan faktor penghambat karena masih sangat kurang kesadaran masyarakat 
dan para anggota BPD dalam menciptakan kerja sama antara pemerintah desa untuk 
ikut terlibat dalam proses pembangunan. 
3. Sarana dan Prasarana 
Salah satu hal yang menjadi hambatan aparatur desa dalam pelaksanaan 
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pembangunan Desa Bacu-Bacu ialah kurangnya sarana dan prasarana yang 
memadai atau dengan kata lain sudah tidak layak pakai. Seperti adanya sarana yang 
tidak dapat digunakan untuk pelayanan beraneka ragam jenis yang fungsinya dapat 
membantu pengelolaan program kerja begitu juga pelaksanaan di lapangan 
memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.  
Sarana dan prasarana desa dikatakan sebaga faktor pendukung jika dapat membantu 
atau mempermudah proses pengelolaan pelaksanaan dalam pembangunan, begitu 
juga sebaliknya, jika sarana dan prasarana masih belum memadai maka bisa 
menjadi faktor penghambat dalam prosedur pengelolaan pembangunan. Maka ada 
beberapa yang menjadi fasilitas pendukung Desa yang tidak dapat dipakai untuk 
proses Pengelolaan pembangunan, seperti kantor desa belum memadai dan masih 
dalam proses pembangunan, untuk sarana dan prsarana lainya seperti meja dan 
kursi, komputer, printer masih sangat kurang, serta peralatan yang lain masih 
kurang menunjang jalannya pelayanan. 
4. Kejelasan terhadap perintah dan komunikasi 
Kebijakan dalam hal ini harus disampaikan dengan jelas dan pasti agar para 
pelaksana, target yang dituju,  maupun  para pihak  yang  berkepentingan 
mengetahui maksud dan tujuan dari perencanaan kebijakan. Sehingga dalam 
penelian ini peneliti menemukan ada suatu permasalahan informasi  yang diinfokan 
oleh pemerintah desa ialah pada tingkat Kecamatan, Dinas PMD, serta Inspektorat 
sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam berkoordinasi dengan desa setempat 
masih terbilang kurang jelas. 
Sehingga aparatur Desa sering kali mengalami kebingungan mengenai perencanaan 
pembangunan di Desa serta komunikasi yang masih kurang jelas, ini disebabkan 
karena pada tingkat birokrasi di atas desa (tingkat Kecamatan, Dinas PMD, serta 
Inspektorat) masih kurang dalam memahami aturan yang berlaku sehingga terjadi 
interpretasi atau pemahaman sendiri terhadap peraturan. Sehingga mempunyai 
pemahaman berbeda dalam mengartikan Undang-Undang itu sendiri dalam artian 
informasi yang diterima oleh desa juga berbeda antara satu dengan yang lain. 
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Selanjutnya ditambah dari beberapa hasil wawancara kepada kepala desa yaitu 
belum ada aparatur atau pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan secara khusus 
mengenai perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa 
D. Penutup 
1. Kesimpulan 
Pada pelaksanaan pembangunan Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, 
Kabupaten Barru terlebih kepada kepala Desa Bacu-Bacu beserta seluruh stakeholder 
desa pada Pelaksanaan Pembangunan Desa, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, 
pengawasan, Pertanggungjawaban serta Evaluasi, sudah hampir sesuai sasaran tetapi 
masih ada saja kendala namun telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih ada beberapa 
kekurangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pembangunan Desa. Kurangnya 
SDM baik aparatur Desa itu sendiri maupun masyarakat Desa Bacu-Bacu sehingga 
kesadaran sebagai kontrol sosial pada pengoptimalisasian terhadap kemajuan dalam 
Pembangunan Desa. sehingga ada beberapa proyek infrastruktur mogok. 
Faktor Yang Menjadi Penghambat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Bacu-
Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru yaitu sosialisasi perencanaan 
pelaksanaan pembangunan menurut Undang-Undang Desa belum tersosialiasasi 
sampai ke Desa terlebih kepada masyarakat setempat. Dan yang paling menjadi 
penghambat dalam Pembangunan Desa Bacu-Bacu adalah semua pembangunan 
hampir bersamaan dari berbagai bidang baik dari segi pendidikan, ekonomi, 
kesehatan, maupun infrastruktur lainnya, sehingga dana desa betul-betul 
dialokasikan secara bertahap sesuai jumlah dana yang masuk. 
 
2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang lakukan tentang “Analisis UU Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa 
Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru” maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah desa masih perlu 
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dikembangkan sesuai dengan tuntutan dinamika agar memudahkan dalam 
pengaplikasian. 
b. Masyarakat wajib ikut serta dalam berpartisipasi untuk pelaksanaan 
pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakat maka sudah ada 
bayangan terhadap perencanaan pembangunan sehingga mudah terlaksanakan. 
c. Harus ada ketersediaan sarana dan prasarana yang kualitasnya sudah terjamin 
terhadap semua fasilitas pelayanan umum yang diserahkan ke masyarakat desa. 
d. Diantara pemerintahan desa dengan warga masyarakat setempat sebaiknya selalu 
berpartisifasi dan turut bekerja sama atau terlibat dalam berbagai bidang demi 
terwujudnya pelaksanaan pembangunan sesuai yang direncanakan atau 
pemerintah desa lebih transparansi kepada masyarakat setempat. 
e. Pemerintahan desa harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat dalam 
mengatasi semua permasalahan yang menyebabkam lambannya pembangunan 
agar pembangunan desa berjalan lancar. 
f. Harus ada tindakan lebih tegas yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam 
menangani segala kendala atau penghambat pembangunan. 
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